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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada pengelolaan anggaran pendapatan 

dan belanja desa (APBDesa) terkait kurangnya transparansi dalam setiap pengeluaran belanja atas 

beban APBDes yang didukung seperti nota barang/jasa dan tidak adanya baliho. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dabuk rejo. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Teori 

Stewardship yaitu Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban 

keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan 

karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dabuk rejo 

terlaksana dengan baik. Pada penelitian ini, penulis menyarankan untuk menambahkan beberapa 

transparansi kepada masyarakat agar lebih terbuka. 

 

Kata Kunci : Pengelolaan, Anggaran, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa), Transparansi, Desa Dabuk Rejo. 
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ABSTRACT  

 
 This research is motivated by problems in the management of the village income and 

expenditure budget (APBDesa) related to the lack of transparency in each expenditure at the 

expense of the supported APBDes such as goods/service notes and the absence of billboards. This 

study aims to determine the management of the income and expenditure budget of Dabuk Rejo 

village. The research method used is a qualitative research method. Data collection techniques 

used are interviews, observation, and documentation. The theory used is the Stewardship Theory, 

namely the village government carries out its duties in making financial accountability in the form 

of presenting accountable and transparent financial statements in accordance with the 

characteristics of financial statements (relevant, reliable, understandable and comparable). The 

results showed that the management of the income and expenditure budget of the Dabuk Rejo 

village was carried out well. In this study, the authors suggest adding some transparency to the 

public to make it more open. 

 

Key Words : Management, Budget, Village Revenue and Expenditure Budget Management 

(APBDesa), Transparency, Dabuk Rejo Village. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan juga 

memiliki pemerintahan sendiri sehingga mampu secara mandiri untuk mengatur dan 

melaksanakan pemberdayaan masyarakat. 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018). 

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat 

menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian 

besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. 

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka desa diberikan 

kewenangan dan sumber dana yang memadai agar setiap desa dapat mengelola potensi 

yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. 

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa 

yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, 
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mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara 

memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya 

pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta 

dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat 

pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, 

dan pemerintah pusat. 

Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Selain Kepala Desa dan perangkat 

desa, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang 

melaksanakan pemerintahan dengan anggotanya adalah  wakil dari penduduk desa yang 

ditetapkan secara demokratis. 

Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang 

besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana dalam semua kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tiap desa. 

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga ikut mempengaruhi kinerja aparatur 

pemerintah. Sumber daya manusia yang dimaksud ialah aparatur desa yang akan 

menjalankan roda kegiatan di desa termasuk dalam pengelolaan keuangan. Jika desa 

memiliki aparat yang berkualitas dan memiliki keahlian akuntansi yang baik, akan 

lebih mudah bagi mereka untuk melaksanakan asas akuntabilitas. Sebaliknya, jika 

aparat yang dimiliki desa tidak berkualitas maka akan sulit bagi desa untuk memenuhi 

prinsip akuntabilitas. 
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Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau 

menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta 

pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung  oleh suatu sistem 

akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pada Tahun 2019 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah BPKP 

melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk 

memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui 

pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas 

APIP dalam pengawalan keuangan desa. 

Desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui 

pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan 

perikanan, dan pengembangan Kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik 

Desa). Maka dari itu kunci kesuksesan pemerintah desa dalam membangun desa adalah 

kuatnya sentuhan inisiasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat. 

Tanpa kerjasama yang baik, maka pembangunan desa akan sulit dicapai. 

Hal yang juga sangat penting untuk dalam pengelolaan Dana Desa dengan 

melibatkan masyarakat adalah perlu dilakukan kegiatan pola swakelola, menggunakan 

tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal. Pola swakelola, artinya 

mengupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara mandiri oleh desa, 

sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tidak mengalir keluar desa. 



4 
 

 
 

Kemudian, menggunakan tenaga kerja setempat artinya dalam pelaksanaan kegiatan 

bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang bekerja. 

Sementara menggunakan bahan baku lokal diharapkan dapat memberikan penghasilan 

kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. 

Pencapaian Dana Desa tentunya masih memerlukan penyempurnaan. Baik dalam 

hal perencanaan, pengelolaan dan mengawal Dana Desa agar tepat sasaran. 

Diperlukan regulasi yang disusun secara baik dan disiplin agar menghasilkan sistem 

pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga pengalokasian 

Dana Desa dapat terwujud. 

Dana Desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan  pembangunan 

desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, 

mengatasi kesenjangan pembangunan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai 

subjek dari pembangunan. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari APBDes. Dalam pelaksanaan dan 

pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola 

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 

Desember dalam tahun berjalan tersebut. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Dabuk Rejo yang merupakan salah satu Desa yang 

berada di wilayah Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI yang sebagian besar 

masyarakatnya mengandalkan usaha pertanian, buruh tani, dan PNS. 
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Penulis tertarik untuk meneliti di Desa Dabuk Rejo terkait Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), karena dampak dari adanya APBDes ini 

mampu meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Ketertarikan 

ini dikarenakan APBDes  memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah 

desa.  

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Dabuk Rejo karena peneliti 

ingin mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan APBDes di Desa Dabuk Rejo. 

Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikekola secara 

jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun 

sebaliknya. Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing 

Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2020”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  tersebut, maka dapat dihasilkan rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di 

Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2020 ? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa) di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI 

Tahun Anggaran 2020. 

D.  Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi 

publik dan dapat menjadi salah satu refrensi bagi penelitian mahasiswa lainnya 

yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa). 

2. Secara praktis: 

a. Dapat memberikan masukan  berupa solusi untuk mengetahui tentang 

Pengelolaan pelaporan dana desa. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

agar mengetahui pelaporan dana desa. 

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan 

mengenai pengelolaan pelaporan dana desa. 

3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan kajian terhadap 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta untuk 

menambah refrensi bagi penelitian lainnya. 
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